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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

bantuan sosial pada Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango 

selama tahun 2010-2014. Nilai t positif menunjukkan bahwa semakin 

besar rasio kemandirian daerah maka semakin besar juga belanja 

bantuan sosial pemerintah. 

2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja bantuan sosial pada Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone 

Bolango Periode 2010-2014. Nilai t positif menunjukkan bahwa 

semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan terjadi kenaikan 

pula pada Belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah. 

3. Rasio kemandirian dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Belanja 

bantuan sosial Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango 

Periode 2010-2014. Kemudian nilai koefisen determinasi sebesar 

21,15% menunjukan besar pengaruh dari  rasio kemandirian dan 

ukuran pemerintah terhadap belanja bantuan sosial. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk melakukan peningkatan 

pada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan 

dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sehingga dengan 

cara ini maka akan berdampak pada besarnya rasio kemadirian 

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya untuk 

meningkatkan ukuran pemerintah daerah yakni dengan cara 

mengelolah administrasi pemerintahan sehingga setiap target dapat 

tercapai kemudian dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat agar 

jumlah penduduk yang besar turut memberikan sumbangan baik bagi 

peningkatan pendapatan penduduk. 

3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango melibatkan semua 

elemen pemerintahan dalam penentuan APBD sehingga tidak adanya 

simetri informasi yang berdampak pada ketidakakuratan penentuan 

anggaran pada suatu periode.  
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